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1.. PENDAHULUAN

. Strategi pembangunan di Indonesia dan negara yang sedang
berkembang pada umumnya selama ini telah menitikberatkan pada
pembesaran/pemngkatan pendapatan nasional tanpa mengindahkan
pembagian pendapatan itu di antara anggota masyarakat. Assumsi dari
strategi tersebut adalah bahwa semakin tinggi pendapatan nasional
akan semakin berkurang pula kemiskinan. Akan tetapi assumsi vang
dipegang itu tidaklah realistis. Banyak Program-prograin  peim-
bangunan di masa lalu hanya menguntungkan sekelompok kecil
anggota masyarakat; terutama mereka yang termasuk daiam

golongan atas”’. Malahan sering ’’sistem sosio ekonomis’ yang
beroperasi di daerah pedesaan bertentangan dengan tujuan- tu;uan
pembangunan pedesaan sehingga mempertajam kemiskinan di
pedesaan dan menggagalkan usaha—usaha si-miskin untuk bergerak 1

' _ Bukn-buktz empiris dari negara-negara yang sedang berkembang
sepertl India, Pakistan, Brazil, Kenya, Pilipina dan Indonesia betul- -
betul menunjukkan bahwa pembagian pendapatan menjadi lebih

*° - Terjemahan dari kertas karya penulis yang direvisi dengan judul *'Poor Kecamatans in-'West
. Bumatera'!, The Institute for Regional Economic. Studies, Department of Economics,
Andalas University, Padang, February 1979, Penulis ingin berterima kasih kepada Drs
HMendra Esmara dan Drs, Sjahruddin MA atas komentar dan saran-saran vang telah mereka

. berikan dalam melakukan revisi.
##. Dekan Fakultas Ekoromi, Universitas Andaias dan Penelitz Sﬁmor pada Lembaga Pcneiman
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. buruk menyertai pertumbuhan ekonomi yang cepat.! Contoh yang khas

indonesxa dapat dilihat pada akibat-akibat yang menyertai peningkatan
prod ksi beras melalui adopsi teknologi baru dengan menggunakan o
. nggul, pemakaian sistem tebasan dalam memanen, pemakalan'; '
- mesin, _penggilingan padi yang mengganukan kincir tradisional. .

uanya itu mengakibatkan turunnya kesempatan kerja di daerah -
: aan, walaupun laJu pertumbuhan produksi beras di Indonesz :
-cuknp besar karenanya.

'-'Walaupun Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang :
cul p tinggi pada tahun-tahun terakhir ini, Sayogyo memperkirakan
‘bahwa 52 persen dari keluarga-kelnarga yang tinggal di daerah
' pedesaan dan 43 persen dari mereka vang tinggal di daerah kota masxh .

saja tergolong ke dalam keiompok miskin di Indonesia.? Tetapi un-

tunglah masalah-masalah yang menyangkut. kemiskinan ini telah -
banyak mendapat perhatian dari pemimpin-pemimpin Indonesia daﬁ.
para peneliti (pekerja riset). Presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya
telah menyatakan dalam pidato-pidato beliau berulang kali mengenai
masalah kemiskinan ini dan dinyatakan bahwa masalah ini adalah
sangat penting untuk ditanggulangi. Selanjutnya Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi - Republik Indonesia telah melaksanakan suatu
Tiokakarya Nasional - tentang peningkatan kesempatan kerja dan
pemerataan pembagian pendapatan di Jakarta pada tanggal 14 sampai
dengan 20 Nopember 1978 yang lalu. Sayangnya studi-studi mengenai
kemiskinan di Indonesia baru sedikit sekali yvang telah dilaksanakan:

1 Lihat, antara lain, (1) Montek S, Ahluwalia, ’Rural Poverty and Agricultural ?eri_‘ormanée
in India’’, The Journal of Development Studies, Vol. 14, No. 3 April 1978, (2) Talat
Alauddin, "Mass Poverty in Pakistan a Further Study’, The Pakisian Development Review,

*, .. Winter 1975, Vol. 4, No. 4;(3) Albert Fishlow, ?*Brazilian Size Distribution of Income”, The

o 'Amencan Econom;c Rewew-Papers and Proceedings, May 1972; (4} ILO, Employment,

“Incomes and Inequatity = A Strategy for Incressing Productive Employment in Kenya,
" Geneve, 1972; (5) ILO, Sharing in Development — A Program of Employement, Equity and

- Growth for the Philippines, .. Geneve, 1974; (6) Hendra Esmara, Pertumbuhan Ekonomi,
Pembagian Pendapatan dan Tingkat Kemiskingn di Jawa dan Madura 1967-1976, Padang;
Lembaga Penelitian Ekonomi Regional, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Mei 1977,
A7) R.M. Sundrum, “’Changes in Consumption Pattern in Urban Java”, Bulletin of Indo-
nesian Economic Studies, Veol. 13, No. 2, Juli 1977. Catatan: Penemuan-penemuan studi

““yang disebutkan di atas telah diringkaskan oleh Thee Kian Wie, ""From Growth to Bas:c

"~ MNeeds’, mimeo, Jakarta, Agustus 1978
Lihat, antara lain, C. Peter Timmer, *'Choice of Technique in Rice Milling in Java’®;
Bulletin of Indonesiagn Fconomic Studies, Juli 1973; W. Collier, et. al., *’Choice of Technigue

b




: .aglan danpadanya menggunakan daia nasional dan pada umumnya _
'dl 1tu mempela}an masalah kemiskinan di Jawa.

Pada"Pldato Kenegaraan beliau tanggai 16 Agustus 1978, Pres
‘menegaskan bahwa Pehta HI harus terns didasarkan k

fstucii regmnal tentang kemiskinan yang bersifat lebih mikro adal ;
san a_t pentmg sekah Lagi pula, studi makro tentang kesempatan kerja

~dapat d:perjelas dan disokong Dengan lain perkataan, studi mikro'di
tingkat ‘kecamatan ‘haruslah dilaksanakan dalamn rangka mengec

_ apakah’ dasar-dasar kebuaksanaan yang d;tar:k dar} studi makro dapat'
d ksanakan atau tidak. ! :

G Kemudlan dengan masalah kemiskman di Luar Jawa adaiah sangat_
berbeda dengan masalah. kemiskinan di Pulau Jawa karena sangat .
padat penduduknya dan . tanah-ianah’ pertanian boleh dzkatakan
sudah habis terpakai. Kebijaksanaan untuk mengurangi kemtskman di
Jawa mungkin tidak dapat-digunakan untuk maksud yang sama di. iuar
J_ayvg___ __i{a;enanya suatu studi mengenai kemiskinan di Luar Jawa aka_r;
sangat-dihargai sekali. Tetapi, Luar Jawa terdiri dari banyak propinsi-
propinsi yang tidak dapat dianggap sebagai suatu unit yang homogen.
Karenanya stuch xm mermhh Sumatera Barat sebagm suatu kasus
pengkapan :

S Tu;uan kertas karya ini adalah untuk (1) mﬂngadakan tm}auqn
yang menyeluruh tentang definisi »kerniskinan”’ yang dipakai oleh
studi-studi-.sebelumnya - dan kemudian mendamaikan atau - men-
definisasi kembali ’kemiskinan’’ untuk digunakan dalam studi i ini; (2)
menentukan kecamatan mlskm di Sumatera Barat

Dengan d1ketahumya kecamatan-kecamatan miskin pada sebuah
prop1n51, Pemerintah akan dapat mengetahui di mana harus d}pusatkan
*kegiatan-kegiatan’ untuk mengurangi atau melenyapkan kemlskman
pada propmsx yang bersangkutan '
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2., DEFINISI KEMISKINAN

_Mengukur kemiskinan bukanlah suatu pekerjaan vang mudah

Déﬁmﬁsx kemiskinan secara obyektif adalah berbeda dengan definisi .

_ _dlbuat berdasarkan subyektiviias sebagaimana yang sering
dﬂakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok sosial,

D am . pengeman yang obyekiif, tldak ada konsep kemiskinan yang

da dlperlakukan untuk semua anggota masyarakat pada setiap saat.
?)1 sini_kemiskinan menyangkut berbagai-bagai kondisi yang mehputi
perbedaanuperbedaan dalam lingkungan rumah tangga, kekayaan yang
dimiliki, dana pendidikan dan sumber-sumber pekerjaan serta dana
keuangan.! Konsensus tentang suaiu definisi kemiskinan vang berlaku
umuim . adalah  suatu hal yang hampir mustahil. Dalam suatu
masyarakat vang berubah dengan cepat, sebuah definisi tunggal dari
kemiskman yang dapat diterima secara nasional dan berlaku secara
umum akan mempunyai nilai yang diragukan, Tetapi suatu konsensus
yang menuju kepada standar tunggal itu berdasarkan pertimbangan-
pert&mbangan yang diambil adalah suatu hal yang mungkin saja
dﬂaknkan Demiklan ECAFE mendefinisasi kemiskinan sebagai
berlkut:-

. _”?averty isa condltxcm of relative deprivation of access to resources which are gencraily
" represented by the minimum of consumer goods and community services, such as quantity
“ and quality of food, clothing, housing, health, hygiene, availability of water, hteracy,

education, transport and comumunication and social welfare”.?

- Diefinisi- dari ECAFE itu menggambarkan Kkemiskinan sebagai
tmgkat kehidupan yang hanya sekedar untuk penyambung hidup (sub-
sistence living). Tetapi suatu kesulitan yang menvangkut konsep
kehldupan subsisten itu adalah bagaimana menentukan tingkat
minimum itu, karena jarang sekali pengertian minimum itu ditentukan
secara obyektif. Biasanya orang menghubungkan kehidupan subsisten
dengan pemuasan kebutuhan dasar yang minimum. Sayangnya,?

1 Abei Smith dan P. Towsend, The Poor and the Poorest, G. Bell & Sons, 1955, Piringkaskan
dalam Wealth, Incoine, und Inequality, A.B. Athinson (ed,) Middlesex: Penguin Hooks Ld,,
1973, hal. 353.372

2 Ma. Alecestis S. Abrera, *’Philippine Poverty Threshold”, dalam Measuring Philippine
Development-Report of the Social Indicator Project, Mahar Mangahas (2d.), Manila: The
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kriteria yang universal atau standar yang menentukan isi dari
paket kebutuhan minimum adalah berbeda-beda di antara daerah,
kelompok sosial, kebudayaan dan kelompok umur. Tidaklah terdapat
suatutingkat ‘dari kebutuhan minimum; vang ada hanyalah sua]

hzrarki “Tingkat ~paling “bawah dari kebutuhan minimum  akan
memasukkan kebutuhannkebutuhan yang harus dlpenum untuk
rmeneruskan hidup; sedangkan tingkat kebutuhan minimum yang lel h
tmgg1 akan ‘memasikkan kébutuhan-kebutuhan yang harus thpen hi
guna” melanjutkan keiangsungan hidup berproduksi. Salah satu cara
untok mengatasi masalah ini adalah dengan menentukan inti dan
kebutuhan, dasar (core of baszc needs).

Berdasarkan inti kebutuhan dasar yang ~telah ditetapkan,_
kebutuhan minimum dapat’ diperkirakan. Salah satu cara yang lazlm'
dIgunakan ‘adalah apa yang disebut “dominant item approach“ di
maria ‘tingkat ‘minimum dari kebutuhan dasar dihitung berdasarkan
nilai “dari- keran]ang makanan yang dapat memuaskan kebutuhan
minimum ‘akan ‘gizi dari seseorang atau suatu rumah tangga. Pen-
dekatan kedua yang dapat digunakan adalah’ apa yang disebut ”baszc:'
need income approach’. Pada pendekatan yang terakhir ini, suatn
tingkat yang diterima secara umum dari seikat kebutuhan konsumsi
dasar seperti makanan, pakaian dan perumahan ditentukan terlebih
dahufu, kemudian tingkat dari pendapatan yang dapat memenuhi
kebutuhan dasar itu ditentukan secara empiris.!

. Hampir semua studi mengenai kemiskinan di dunia ini didasarkan
pada Zbasic ..needs income approach’’ dalam ‘menentukan garis
kemiskinan.; 27 uga untuk Indonesia, beberapa studi tentang kemiskinan:
me_ndas_arkan perhitungan-perhifungannya pada pendekatan kedua itu
di.mana garis kemiskinan ditentukan dengan memperkirakan tingkat
pendapatan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan~kebutuhan-
dasar manusia.’

Sayogyo yang menghubungkan kecukupan makanan dengan.
kecukupan pendapatan mengambil 240 kg ekuivalen beras per orang

1 Samir Radwan and Torkel Alfthan, "*Household Survey for Basic Meeds: Some Issues™,
Im‘ernarronal Labour Review, ¥ol. 117, No. 2, Maret-April 1978, hal. 197- 210 seperti
cilkuup oleh Thee Kian Wie, op. cit.




PENENTUAN: KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT 711

" per.tahun sebagai garis kemiskinan di daerah pedesaan Jawa atan 320
uivalen beras per orang per tahun sebagai garis: kemiskinan di:
. daerahkota 1.8eperti halnya dengan Sayogyo, Penny dan Singarimbun

- beras, untuk dikonsum ditambah dengan 120 kg beras lzinnya uniuk:
‘dijual. Untuk sebuah famili yang terdiri dazi lima orang, cukupan
berarti: pendapatan yang ekuivaleni-dengan:1.200 kg beras.* 2 Kecuali
Anpe B@Bth yang memakai konsumsi makanan yang minimum sebagai;
..gatis kemnskman penuhs-penuhs lam ﬁiga menggunakan ukuran ‘yang-

- sama dmgan Sayogyo

Tetapi panggunaan mdxkator tezsebut mung%{m tadak tepai karena

dxdasarkan kepada harga beras yang berlaku pada saat survey untuk: -
mengumputkan data dilakukan sedangkan kita ketahul harga beras itu:

sendiri berfluktuasi dariwaktu ke wakiu dan dapat berbeda dari daeral
yang satu dengan daerah yang lain, ° Lagi pula, garis kemiskinan yang:
disunakan itu mengabaikan sumber pendapatan petani di luar sekior
psrtaman padahal- kira-kira 114 persen  petani-petani di- Indonesia
menerima pendapatan dari kegiatan-kegiatan lainnya di luar kegiatan
@ert_ama_n.? Selanjuinya pemakaian konsumsi makanan untuk menen-
tukan-kemiskinan seperii yang dipakai oleh Booth tidak: memperhati-
kan-sama sekali kebutuhan—kebutuhan dasar lamnya sepem pakazan :
perumahan dan kesehatan, .. vin i ‘ -

'Ada puia stud1-stud1 yang menaguna.kan apa’ yang dzsebut gans'
kemiskinan mtemasmnal yang d;‘te‘tapkan oleh! Bank Duma di mana 3

i' _Sayogyo, Usaha Perbaxkan GIZE, Instsmt Pen,aman Bcgor IQ‘M

. ;q' ?esmy dan’ Masn Smganmhun, Populaz‘mn cmd Poverty in Rural Java Some
i Bronomic Arithmetic ‘from Sriharjo, Tthach Mew York: Cornelt Tnfernationat Agnculturai
Development, Mimeograph Mo. 41, 1973
3 Anne Booth, "Fiscal and Monetary Policies to Prompte I}eveiopment thh Equﬁy”,
e }E’konamr dan Keuangan Ind@nesza, val. 23,MNe. 4, ﬂ“s"t"ﬂ]e: 1573 ‘
4 i antasa Iam Dw;ght 5 ng dan Peter Weidon, »Incoms I}lstr;bution ‘and Leveis of
""Lmng in Jave’, mimeo, Januari 19750 Terjemahamya cialam Bahasa’ indoaes;a dlmuat
dalam Ekonomi dan Eeuangan Indonesia, Vol 23, ‘No. 4, Desember 1975; dan Hendra
Bemara, Perkivagn Pembasian Pendopatan di Indonésia, 1925-1973/1974, Padang: Lembaga

engguna,%gan ukuran yang: sama. sebagai pengukur kemiskinan
-adalzh sesuai dengan deﬁms;___kemlskman__ menurit petani-petani: -

s di Jawa, Mereka menggunakan istilah cukupan danimenyatakan' -
B -:bahwa'secara tradisional pengertian ‘ini-adalah sama dengan 120:kg
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75-dianggap ‘sebagai garis kemiskinan untuk daerah kota dan «$ 50
sebagal garis kemiskinan untuk daerah pedesaan. ! Tetapi kemiskinan
harus’ didefinisasi sehubungan dengan standar hidup masyarakat.yang
‘bersangkutan,? dan menurut garis kemiskinan iniernasional orang-
orang ‘Indonesia mungkin saja dianggap miskin walaupun mereka
hidup lebih baik menurut standar hidup orang Indonesia dari orang-
‘orang Malaysia atau orang-orang Singapura, menurut standar hidup
mereka. o L

- Cara lain ‘untuk elihat kemiskinan adalah dengan mengambil
pengeluaran konsumsi sebagai alat pengukurnya. Esmara mengguna-
kan empat macam kriteria yang berbeda, vaitu konsumsi beras -per
kapita, konsumsi 9 bahan pokok, pengeluaran konsumsi per kapitasdan
kebutuhan minimum gizi.3 Selanjutnya Perera menghubungkan garis
kemiskinan dengan konsumsi makanan per kapita dan kebutuhan dasar
pada berbagai tingkat pendapatan dan kebutuhan gizi minimum untuk
orang-orang ‘Indonesia sambil melakukan koreksi ke atas terhadap
pengeliuaran-pengeluaran atas beberapa barang yang diperkirakan
terlalu rendah penaksirannya.* gy

" Menurut Perera, karena sumber informasi vang ada hanyalah:sur-
vey -tumah tangga yang dilakukan secara periodik di mana tujnan
uiamanya adalah untuk pengumpulan data tentang konsumsi {dan:
bukan ‘tentang pendapatan) dan ditambah lagi adanya prasangka’
terhadap data pendapatan dari sumber tersebut, maka pemakajan ‘data
konsumsi yang lebih terpercaya adalah sangat beralasan di dalam studi
yang dilakukannya.’ Sementara iy, Bsmara mengatakan bahwa
penggunaan - konsumsi beras per kapita sebagai suatu indikator
kemiskinan adalah berdasarkan kenyataan vang menunjukkan bahwa
50 persen dari pengeluaran konsumsi total telah dibelanjakan untuk
beras dan padi-padian lainnya; sedangkan 9 bahan pokok dapat
dianggap dapat mewakili kebutuhan dasar minimum orang-orang In-

1 Lihat, antara lain Sumitro Bjojohadikusumo, "Indonesia Menuju Tahun 20007, Prisima,
Mo, 2, April 1975, dar Hendra Esmara, Pertumbuhan Ekonomi, Pembagian Pendapatan dan
Tingkat Kemiskinan di Jawa dan Madura, Padang: Lembaga Penelitian Ekonomi Regional,
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 1977 o :

2 . A.B. Atkinson, The Econortics of Inequality, op. cit., hal. 186 dan 189
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- d@nesm dan konsumsi per kapita dapat diaﬁggap sebagaz perluasan dan :
kedua onsep yang disebutkan terdahuiu : : ;

- 1ha§<: 1&mnya dari dzsku51, beberapa a.hh ekenonn mengambal_- :
- sisi yang kaku sambil mepgatakan bahwa penggunaan pen-. -
' d amﬁ sek_arang fcurrent. income) dalam mengukur kemiskinan -

mériipakan indikator daripada kese]ahteraan Dalam beberapa kasus\;
perbedaan pendapat itu berakhir pada catatan yang agnotisme ini
sedangkan pada kasus-kasus lainnya, perbedaan pendapat itu berlanjut
“terus. dengan . mengajukan - bahwa - distribusi daripada konsumsi
sekaraﬁg adalah ukuran yang lebih baik daripada pendapatan yang'
diharapkan selama hidup.2 Tetapi adalah sukar membuat generalisasi
sepem itn untuk negara-negara yang sedang berkembang. Banyak hal-
hal vang harus diketahui, misalnya; bagaimana caranya rumah tangga-
rumah tangga menampung perbedaan-perbedaan antara konsumsi dan
pendapatan sekarang. Pada umumnya kelompok yang berpendapatan
rendah . cenderung untuk mengkonsum lebih dari apa yang mereka
terima dan hal ini mungkin terjadi bukan karena tingginya pendapatan
vang diharapkan seumur hidup tetapi adalah karena  keperluan-
keperluan untuk kelanjutan hidup fisik melebihi pendapatan sekarang.
Jugakelihatannya sangat mungkin bahwa mekanisme yang penting un-
tuk mem‘%jelanjal ekses daripada konsumsi sekarang itu adalah melaluj
pinjaman dan penjualan aktwa«-aktwa yang dimiliki oleh kelompok-
kelompok pendapatan itu. :

Menyadari adanya koniroversi dalam definisi kemiskinan dan
adanya probiema—nrobiema dalam menentukan garis kemiskinan di In-
donesia; studi ini mengambil pengeluaran konsumsi rata-rata per kaplta'
uniuk makanan dan kebutuhan dasar lainnya sebagai garis kemiskinan.
Penggunaan variabel tersebut sebagai garis kemiskinan adalah karena
pengeluaran konsumsi rata-rata untuk kebutuhan dasar lebih mewakili
pengeluaran untuk kebutuhan mipimum penduduk dibandmgkan
dengan pengeh_aran untuk 9 bahan pokok.

© Telah dikemukakan sebelum ini’ bahwa definisi ‘tunggal dari’
kemiskinan yang dapat diterima secara nasional dan berlaku umum

ditemna karena seb@tuinya pendapatan . yang: .
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akan-mempunyai nilai- yang diragukan. Untuk Indonesia hal “ini
diperkuat lagi oleh kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari 27 propinsi
yang penduduknya terbagi dalam 200 suku bangsa yang berbeda secara
signifikan dalamkebudayaan, tradisi den lain sebagainya. Tambahan

lagi, sebuah”propinsi dapat” dipisah menjadi daerah pedesaan  dan
dacrah kota yang berbeda pola konsumsinya. Karenanya setiap propin-
si‘haruslah mempunyai garis kémiskinan tersendiri dan standar tersebin
pada propinsi yang bersangkutan haruslah pula dipisah antara daerah
pedesaan dan daerah kota. i

- Buatu perkiraan dari pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita
per ‘bulan untuk ‘kebutuhan dasar di Sumatera Barat diperlihatkan
dalam Tabel 1, dari mana dapat dihitung bahwa garis kemiskinan per
tahun.untuk® daerah kota adalah Rp. 33.025,— sedangkan ‘garis
kemiskinan per tahun untuk daerah pedesaan adalah Rp. 35.195;
dalam tahun 1976, pada harga vang berlaku, ! P

PERKiRAAN--PENGELUAMN KONSUMSI RATA-RATA PER KAPITA PER BULANM UN.
TUR KEBUTUHAN DASAR DI'SUMATERA BARAT, 1976 (RUPIAH) s

Pengeluaran vntuk e ) Daerah kota Daerah pedesaan.
Makanan, « : ... . 0 g 2.868,37 2.680,4%; .-
Beras dan padi-padian lainnya ) {1.305,9%) {1.726,19) . ..
CIkan - { 455,96) { 332,85y
Daging { 278,52) { 163,33)
Sayur-sayuran ( 435,97 ( 362,48)
:"Buahsbuahan - Rt : ( 191,99 { 9564
Pakaian . .. . ... o " : 316,91 236,39 v
Pejumahan L 925,56 223,96 ..
Pendidikan dan kesehatan ~ *~ 307,78 12540
Jumiah minimum T 4.418,82 3.266,24°
~Jumiah seluruhnya’ 6.380,37 447380

1" Jumlah selurihnya pengeluaran rata-rata per kapita per bulan baik uniuk kebutuhan k:J_la.sar_'
maupun tidak. S

Sumber: Biro Pusat Statistik, Susenas ¥, 1976 {(belum diterbitkam), seperti yang. terbaca di

" dalam Hendra Esmara, Kerangka Dasar Repelita III Sumaterg Barat: Kebijaksanaan, Pen-

dekatan dan Saran, Padang: Lembaga Penelitian Ekonomi Regional, Fakultas Ekonomi
Ilniveraitae Andalae 1092 < A0
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3, KBECAMATAN MISKIN DI SUMATERA BARAT

"Deﬁigan menggunakan data tahun 1973, Direktorat Tata Guna

' Tanah ‘Departemen Dalam Negeri, Jakarta telah mencoba menentukan

B kecamatan«kecamatan miskin di Sumatera Barat. Penemuan mereka :

. dﬂaporkan dalam publikasinya No, 64> Studi tersebut menganggap S
. konsumsi 9 bahan pokok sebagai pernuas kebutuhan dasar minimum.
~ penduduk Sumatera Barat dan mengambil harga-harga barang-barang

tersebut di  Padang pada bulan Desember 1973 scbagai garis

kemiskinan, yaitu Rp. 24.366,00. Dengan menganggap selanjutnya

bahwa kebutuhan-kebutuhan lainnya persis sama.dengan kebutuhan
dasar minimum, studi yang dimaksud mengelompokkan kecamatan-
kecamatan di Sumatera Barat dalam 4 kelompok, yaitu: (1) miskin
sekali; (2) miskin; (3) hampir miskin, dan (4) tidak miskin. Kecamatan-
kecamatan vang pendapatan per kapitanya di bawah 75 persen dari
garis kemiskinan dianggap sebagai daerah . yang sangat miskin
sedangkan kecamatan miskin ditetapkan sebagal kecamatan yang pen-
dapatan per kapitanya 25 persen kurang, tepat atau 25 persen lebih dari
garis kemiskinan, Jika pendapatan per kapita sebuah kecamatan 25
persen lebih besar dari garis kemiskinan sampai mencapai kebutuhan
sekunder maka kecamatan yang bersangkuian disebut sebagai
kecamatan vang hampir miskin. Selanjutnya, kecamatan yang pen-
dapatan per kapﬁanya lebih besar ciarl kebutuhan total dianggap
sebagai kecamatan yang tidak miskin.?

Penelitian yvang diadakan oleh Direktorat Tata Guna Tanah itu
menemukan 37 dari 77 kecamatan di Sumatera Barat {tidak termasuk
kecamatan-kecamatan.di Kodya Padang) dapat dianggap miskin (lihat
Tabel 2), dan tidak satupun kecamatan yang ada dapat digolongkan
sebagai kecamatan yang sangat miskin dan tidak miskin.

1 Republik Indonesia, Direkiorat Tata Guna Tanah Departemen Dalam Megeri, Penenituan
Lokasi Daerah Miskin, Propinsi Sumatera Barat, Jakarta: 1976, Publikasi No. 64

2 Studi itu memperkirakan pendapatan per kapila kecamatan dengan menggunakan pen-
dekatan produksi dengan memperhatikan 15 sektor perekonomian yang penggoiongannya
dibuat sendiri oleh Direktorat Tata Guna Tanah. Berdasarkan angka pendapatan per kapita
rata-rata dua desa Sample dari tiap kecamatan sample yang jumlahnya 31 persen dari selurah
kecamatan vang ada di Sumatera Barat, diperkirakanlah pendapatan per kapita setiap
kecamatan dengan menggunakan metode regressi linier yang dependent varigblenya adalah

I T . D, T TR Y. SRR, [ TN VN NI (SRR




716

Tabet 2
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.KECAMATAN MISKIN Di SUMATERA BARAT MENURUT DIREETORAT TATA GUNA

T NAH 1973

Kecamatan Miskin _

Kecamatan Hampir Miski

S0 Kota

Padang Pariaman

Pasaman

Pesisir Selatan

S.-Lunte/Sijenjung

o :Tanﬁﬁ’ngMufiara
" Lubuk Basung
7 Baso.-

Tilatang Kamang

) B_aphh_ampu/Sei. Puar
TMatar o

Koo Baru -
Suliki
Kapur IX

" uhak’
- Haran . -

‘ ,'_Pégai Utara/Selatan
‘Bei. Limau &

Sipora
Jel. Geringging

. VEoto
KotoTangah

Sci. Beremas
Pagsaman

1V Jurai
Bayang

Pulau Punjung

Talawi -
Sijunjung
Tanjung Gadang

R L w e

1V Koto
IV Aangkat Candung

‘Palembayan

Tanjung Rava

Guguk
Payakumbuh

II Kali Xi/V1 Lingkung
Lubuk Alung

- Lubuk Begalung
. Man Sabaris

Pariaman
Pauh

Siberut Utara
Siberut Selaian
VIl Koto

Bonjol

Lembah Malintang
Lubuk Sikaping-
RaoM.T.
Simpang IV

Batang Kapas
Koto X1
Lengayang
Pancung Scal
Ranah Pesisir

¥oto Baru
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Solok IX Koto Bukit Sundi
s ; X Koto Diatas Gunung Talang
Payung Sekaki Lembang lava
Kubung Lembah Gumanti
Pantai Cermin
X Koto Diatas
Sei. Pagu
Sangir
Tanah Datar Lintau Buo Batipuh
Rambatan Pariangan
‘Fanjung Emas Silimpaung
V Kaum Sungayang
Sei. Tarap
X Koto

Selama Repelita II, diharapkan kecamatan-kecamatan miskin
telah  menyempurnakan kondisi mereka sehingga mungkin mereka
tidak dapat dianggap miskin lagi sekarang. Dalam mempersiapkan
kerangka dasar Repelita III Sumatera Barat, Tim Repelita Sumatera
Barat telah merevisi daftar kecamatan miskin di Sumatera Barat yang
dibuat oleh Direktorat Tata Guna Tanah (lihat Tabel 3).! Sayangnya
revisi yang dilakukan hanyalah berdasarkan konsensus yang didasari
pendapat-pendapat para Bupati yang ditarik dari hasil *’penelitian
lapangan’’ mereka.” Tentu saja revisi yang lebih bersifat subyektif ini
tidak akan memberikan gambaran tentang kecamatan miskin secara
obyektif.

Cara lainnya untuk merevisi daftar kecamatan miskin yang telah
dibuat oleh Direktorat Tata Guna Tanah ialah dengan menggunakan
metode yang persis sama seperti yang telah digunakan oleh Direktorat
Tata Guna Tanah tapi berdasarkan data terakhir yang tersedia. Studi
ini memilih tahun 1976 sebagai dasar perhitungan karena pada tahun
itu Sakernas diadakan, tetapi pendapatan per kapita kecamatan 1976
harus diperkirakan terlebih dahulu.

1 Hendra Esmaza, Kerangka ,Dczsar Repehm IH Sumarem Barat: Kebuaksanaan Pendekaran




718 ANALISA 198013

Tabel 3

EECAMATAN MISKIN "DI' SUMATERA BARAT MENLRUT TIM
SUMATERA BARAT )

REPELITA

Kabupaten

Agam Tanjung Mutiara
i¥ Koto
Baso
Tilatang Kamang
‘Matur

50 Kota Pangkalan Koto Baru
. S . Kapur 13
Haraun

E_’gdang Pariaman Siberut Utara
T N S S Selatan
- PagatUtara/Selatan

“Bipera -
Sei. Limau .

- Sel., Beremas
" RaoM.T.
" Talamau
Lembdli Malintang

Pasamazn . - !

Pesisir Se_iaté.n 'IV,;J'L;‘r__lz.ii_ :
FREE b : Biias
Koio X Tarusan

S. Lunto/Sijunjung . Pulau Punjung
- Tanjung Gadang .
" Sumpur Kudus T
Koto Baru.

Solox . © 7 IXKoto Sei. Lasi

Tk D V1K Koto Diatas - -
Payung Sekaki
Lembalt Gamanti

Tanah Datar Rambatan
I Tanjung Bmas

B P L
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Produk domestik bruto Sumatera Barat telah diperkirakan
berkembang dengan Jaju pertumbuhan sebesar 7 persen per tahun
selama Pelita 1. Jika laju pertambahan penduduk Sumatera Barat
" adalah 1,92 persen per tahun, laju pertumbuhan pendapatan per kapita
‘Sumatera Barat diperkirakan sebesar 5,08 persen dalam periode 1974/
19752:1978/1979." Tetapi tidaklah realistis menganggap bahwa semug

ecamatan di Sumatera Barat mempunyai laju pertumbuban pen- "

dapatan vang sama karena beberapa kecamaian mempunyal sumber
daya alam vang berbeda dari kecamatan-kecamatan lainnya.

Yntuk memperkirakdn pendapatan per kapita kecamatan dalam
tahun 1976, kecamatan-kecamatan di Sumatera Barat dikelompokkan
dalam 5 kelompok dengan anggapan bahwa setiap kelompok
merupakan satu daerah yang homogen. Kelompok kecamatan ini
disebut ‘wilayah pembangunan Sumatera Barat,? dan terdiri dari (1)
Wilayah A terdiri dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten
Pasaman, (2) Wilayah B terdiri dari semua kecamatan yang ada ai
Kabupaten Agam, 50 Kota dan Tanah Datar (3) Wilayah C terdirl dari
semua kecamatan yang ada di Kodya Padang, Kabupaten Pesisir
Selatan dan Padang Pariaman (kecuali kecamatan Pagai Utara/
Selatan; Sipora, Siberut Utara dan Siberut Selatany, (4) Wilayah D ter-
diri dari semua kecamatan di Kabupaten Sclok dan Sawah Lunto/
Sijunjung, dan (5) Wilayah E terdiri dari kecamatan Pagal Utara/
Selatan, Sipora, Siberut Utara dan Siberut Selatan.

Perkiraan laju pertumbuhan pendapatan per kapita per tahun dari
setiap. wilayah pembangunan selama Pelita 11 diperlihatkan oleh Tabel
4, sedangkan Tabel 5 memberikan perkiraan pendapatan per kapita
kecamatan di Sumatera Barat untuk tahun 1973 dan 1976.°

1 Op.cit, hal. 38

7 Thidd hal 5-172
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Tabel 4. -

PERKIRAAN LAJU PERTUMBUHAN PENDAPATAN PADA WILAYAH PEM-
'BANGUNAN DI SUMATERA BARAT SELAMA PELITA 11

Wi[_ayah © oo, Produk damesiik Penduduk
e brte
A 5.20 2.70 250
B 7.17 149 5.68
C 8.86 2.10 .76
D 8.16 1.82 6.34
o B 7.93 2.50 543
‘SumateraBarat 708 ' 1.92 5.16

Sumber Hendsa Esmara, Kerangha Dasar Repelita TII Sumatera Barat: Kebijaksunaan, Pen-
dekatan dan Saran, Padang: Lembaga Penelitian Ekonomi Regional, Fakultas Ekonom;
Umvermas Andaias, 1978 hal 42dan4s

Tabel 5

PHRKIRAAN PENDAPATAN PER EAPITA KECAMATAN DI SUMATERA BARAT 1973
DAN 1978 (RU?IAH)

Kabupaten/Eecamatan 1973* 1976+«
Agam
. Tanjung Mutiara 28.377.60 33,493.00

“Lubuk Basung 29.265.98 34.542.70
Baso 29.561.81 34.819.87
Tilatang Kamang 28.515.89 34.836.48
Bamuhampu/Sel, Puar 29.637.60 34.980,13
Matur 29.740.06 35.101.06
Y Koto 30.789.14 36.33571
Tanjung Raya 31.706.85 37.422.39
IV Angkat Candung 33.656.18 39.723.10
Palembayan 38.817.57 45.814.90

30 Ko
Kota Baru 21,438,785 25.300.98
Suliki 24,150.09 28.563.43

Kapur 1X 24 557 99 ~O LN
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“Guguk
Payakumbuh

Padem ‘Pariaman
L 'Pagai Utara/Selatan
Seii Limau
| Sels Geringging

Vot
¥oto Tangah
Pazinman .
Sﬁscmi Uaara
Vii Koto
Lubuk-Begalung
Sibertt Selatan
$ubuk: Alung
Nansaharzs
Paphi- -
H Kah XL’VI ngkung

Pasaman .
Sei. Beremas
Pasaman
Bonjol
Rao M.T.
._Lubuk Sikaping
" Simpang IV
- Lembel Malintang

Pesigir Selatan
AW Jural o
" ‘Bayang
s hislengayang
< Roto K- ¥
; Batang Kapas S
Ranah Pesisir
Pancungsoal

. Lunto Shunjung
2 #Pulan- Punjung
s Falawd
", Bijunjung _
© 'Tanjung Gadang
CrEKoto W
¢ IV Magari .
. Sawazh Lunto
" ‘Sumpur Kudus :
{ UKoto Bari -

Solok
X Koto

34.937.05
36.952.50

21.941.33
22.452,92
22.988.16
2542574
28.617.36
28.741.41
32.356.84
32.488.62
36.118.22
37.655.26
38.477.31
35.348.88
39.631.74
44.103.66
45.177.97

28.415.02
28.852.61
31.213.13
32.428.84
17.542.60
40.963.37

'43.370.28

23.611.27

| 36.650.08
| 31.400.83

38.625.90
36.098.49
44.750.29
45.697.09

18.852.17
16.565.89
21.617.74

'22.265.89
2436435

24.582.87
27.076.70

'28.775.50

32.982.20

19.812.04

- s ]
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41.334.87
43.613.63

25.713.17
27.321.12
26.939.95
30.938.50
34.822.12

497307

39.372.39
38.074.85
43.945.31
45.819.61
45.001.78
47.880.43
48.224.62
$3.666.14
54.973.38

30.599.87
31.071.10
33.613.13
34.922.31
4042927
44113.07
46,703.05

28.730.62
32.428.30
38.209.10
47.000.70
47.575.75 .-
54.452.97
55.605.05

22.13%.84

23.398.14 -,

25.333.95
26.4093.52
28.552.72
28.808.80 - ..
31.731.34
3372217
38.652.00

23.217.84

Tl a 2t o]



9 ANALISA 1980 '3

Tembah Gumanti 32.450.11 38.028.47"

Pantal Cermin 32.935.63 38.597.45. ..
Lembang Jaya 39.532.69 46.328.58: -
“Sangir : 4137612 48.488.01 .
‘Bei. Pagu : 41.864.7% 49.061.58 ¢
Gunung Talang 44,295.21 51.909.80:
- :Bokit Suandi o : 46.735.83 34,769.98, . -
Tanzh Datar
Lintau Buo 24.216.1 28.581.35
Rambatan o 25.042.09 29.556.23
Tanjung Emas 28.512.10 33.651.75
¥ Haum 29.253.86 34.527.22
‘¥ Koto . 31.055.97 . 36.654.18
Batipuh : 3193113 37.687.10
Sei. Tarab 33.288.05 39.288.62
Pariangan 37.048.60 43.726.35:
Sungayang 37.583.86 44.358.80
Salimpaung 38.385.49 45,304.94

L Diperkirakan oleh Direktorat Tata Guna Tanah

e Diperkfrakan dengan menggunakan rumus Y= Y (1 + g di mana Y, adalah pendapatan
-per kapita kecamatan tahun 1976, Y, adalah pendapatan per kapita kecamatan tahun 1973
dan g adalzh laju pertumbehan pendapatan per kapita per tahun,

Selanjutnya berdasarkan harga 9 bahan pokok di Padang bulan
Desember 1976, besarnya kebuiuhan hidup minimum yang dianggap
sebagai garis kemiskinan oleh Dircktorat Tata Guna Tanah adalah
Rp. 28.367,00 pada harga yang berlaku seperti diperlihatkan oleh Tabel
6. :

Perlu dicatat bahwa pendapatan per kapita kecamatan yang
diperlihatkan oleh Tabel 5 adalah pendapatan per kapita pada harga
konstan 1973. Untuk dapat membandingkan pendapatan per kapita ini
dengan garis kemiskinan, yang terakhir ini haruslah pula dihitung pada
harga kenstan 1973. Dengan menggunakan indeks bulanan harga 9
bahan pokok di Padang sebagai deflator, didapatlah garis kemiskinan
dan jumlah kebutuhan total pada harga konsian 1973 berturut-turut
sebesar Rp. 20.662,00 dan Rp. 41 324 oo,
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Tabel 6

'KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN HARGA 9
BAHAN POKOX BULAN DESEMEER 1976 DI PADANG o

Kebutuhan Jumlah Harga per Unit Harga total
1% Beras 140 kg 11,62 16.186,80
2. Ikan asin 15kp 400,00 6.G00,60
3. Gula pasir 3V kg 200,00 00,60
4. Tekstil Kasar dm 235,060 840,60
5. Minyak goreng § bt 225,00 1.350,60
6. Minyak tanah £0 bl 17,50 1.050,50
7. Garam 9kg 20,00 180,00
8. Sabun 20 btng 65,00 1.300,00
9. Batik Kasar 2pt 629,60 1.258,00
i Jumizh 28.366,80

Dibulatkan 28.367,60

Sumber: . fndikamr Ekano}ni, Buletin Statistik Bulan, Jakarta: Biro Pusat Siatistik, LUE 77-08-
01 Januari 1977

Dengan menggunakan metode yang telah dipakai oleh Direktorat
Tata Guna Tanah tidak satupun kecamatan di Sumatera Barat dapat
disimpuikan sebagai kecamaian sangat miskin pada tahun 1976, Tetapi
masih terdapat 8 kecamatan miskin dan 46 kecamatan hampir miskin
pada tahun yang sama, Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 7. '

Hasil vang diperlihatkan oleh Tabel 7 adalah javh berbeda dengan
konklusi Tim Repelita Sumatera Barat (lihat Tabel 3). Tetapi seperii
télah disebut sebelum ini studi vang dilakukan oleh Direkiorat Tata
Guna Tanah itu telah mengambil harga-harga 9 bahan pokok di daerah
kota (vaitu Kota Madya Padang) sebagai dasar perhitungan garis ke-
miskinan. Hal ini menyebabkan harga-harga bahan pokok di daerah
pedesaan telah diperkirakan lebih rendah karena biasanya harga-harga
di daerah pedesaan adalah lebih tinggi daripada harga di kota. Lagi
pula, studi tersebut menganggap konsumsi beras per kapita per tahun di’
Sumatera Barat sebesar 140 kg dan angka ini adalah terlalu tinggi buat
amereke vane tinooesl di koia teiani lebih rendah darinada konsumsi ner:
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Tabel 7
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KECAMATAN MISKIN DI

- DIRBKTORAT TATA GUNA TANAM, 1976

SUMATERA BARAT BERDASARKAN METODE

Kabupai_en -

. Kecamatan Miskin

Heeamatan Hamipir Miskin

Agam
50 Kota |

Padang Pariaman

Pasaman

Pesisir Selatan

3. Luntosijunjung

Solok

Tanah Datar

Koto Baru

Pagal Utara/Selatan
Sei. Limsau
Sipora

Pulaw Punjung
Talawi
Stjurjung

IX Koto

Semua kecamatan kecuali Palembayan
Semua kecamatan kecuali Koto Ba;;;__;ja_n_
Payakumbuh .
Sei. Geringging

Y Koio

Koto Tangah

Pariaman

Siberut Utara .
Semuz kecamatan kecuali Simpang 1V,
dan Lembah Malintang N
IV Jurai

Bayang

Lengayang

Semua kecamatan kecuali yang disim-
puikan sebagai kecamatan miskin,

X Koto Diatas

. Payung Sekaki

Eubang

¥ Xoto Dibawah
Lembah Gumanti
Pantai -Cermin

Semua kecamatan kecuabi Pariangan,
Sungayang dan Salimpaung.

{Januari-April} 1976 memperlihatkan bahwa konsumsi beras per kapita:
per tahun di Sumatera Barat adalah 145 kg sedangkan untuk daerah.
pedesaan dan daerah kota di Sumatera Barat berturut-turut adalah
sebesar 149 kg dan 129 kg. Kesimpulannya, studi yang dilakukan oleh
Direkiorat Tata Guna Tanah telah tidak membedakan garis kemiskinan

nya .

" Tambahan lagi asumsi studi terssbut yang menganggap nilai

}{éh%}f!zhﬁn P L S S T T

uniuk daerah kota dan daerah pedesaan yeng berbeda pola konsumsi-.




PEMENTUAN KEMISKINAN D{ SUMATERA BARAT 725

- Selanjuinya, keranjang 9 bahan pokok yang terdiri dari beras, ikan
asm, gula, tekstil kasar, minyak makan, minyak tanah, sabiin cuci dan
batik kasar adalah didasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan

di-Jakarta hampir doa dekade yang lalu. Apakah barang-barang yang

dxanggap penting dua dekade yang lalu masih dapat dianggap penting.
masa kini? Perckonomian telah berkembang selama beberapa tahun
'terakhiz ini:dan seseorang akan berpikir bahwa barang-barang tertenty
dengan kualitas 'yang lebih tinggi telah menggantikan barang-barang

yang sekarang teiah menjadi inferior pada saat sekarang.! Demikianlah
9 bahan pokok mungkin tidak mewakili kebutuhan dasar minimum:
orang-orang Indonesia masa kini, dan barang-barang yang inferior bagi:

mereka-vang tinggal -di Jakarta mungkin merupakan barang»barang

pokok bagi mereka vang tinggal di kota-kota atau propinsi lainnya.
Karenanya, barang-barang bahan pokok mungkin berbeda dari satu
daerah dengan daerah lainnya.

. Akhirnya, kelihatannya studi yang dilakukan oleh Direkiorat Taia
Guna . Tanah itu tidak konsekuen dalam memakai konsep garis
kemiskinan: karena - beberapa kecamatan vang pendapatan per
kapitanya lebih tinggi dan garis kemiskinan 3uga disimpuikan sebagai
daerah miskin. s

~Karena adanya kelemahan—keiemahan baik pada metode penen-
tuan kecamatan miskin vang digunakan oleh Direktorat Tata Guna
Tanah maupun pada metode yang digunakan oleh Tim{ Repelita
Sumatera Barat.dalam merevisi hasil yang diperoleh oleh studi
Direktorat Tata Guna Tanah studi ini mengxkuti prosedur yang
berikut ' '

{1) Pengeiuaran konsumm rata-rata per tahun pada tahun 1976 di-
“‘gunakan sebagaj garis kemiskinan (lihat argumentasi mengenai ini
pada bagian 2 kertas karya ini). Garis kemiskinan akan dibedakan
‘untuk daerah kota dan daerah pedesaan.

(2) Pendapatan per kapita kecamatan tahun 1976 yang telah diperkira-
kan sebelum ini (lihat Tabel 5) dibandingkan dengan garis
kemiskinan yan.g telah dltetap}can
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v Kareng ada dua garis kemiskinan yang berbeda untuk daerah kota
dan -pedesaan, kita harus tentukan terlebih dahulu kecamatan-
kecamatan manakah yang dapat dianggap’sebagai daerah pedesaan:
‘Sensus penduduk 1971 mendefinisasi balwz sebuzh desa akan dianggap

' ~ sebagai daerah kota kalau (1) sebagian besar penduduknya tidak beker:

iadi sektor pertanian, (2) desa tersebut punya tiga »’fasilitas kotal,
yaitu rumah szkit/klinik Kesehatan, bangunan sekolah dan listrik: !
Berdasarkan definisi di atas, suatu kecamatan akan dianggap sebagai
dacrah kota jika kecamatan tersebut terdiri darl desa-desa yang
dianggap sebagai daerah kota. Sebaliknya sebuah kecamatan akan
disebut daerah pedesaan kalau kecamatan yvang bersangkutan terdiri
dari nagari-nagari yang dikategorikan sebagai daerah pedesaan di mana
sebagian besar penduduknya terikat pada pertanian dan sebagian besar
desa-desa yang ada dalam kecamatan itu tidak mempunysi satu dari
tiga **fasilitas kota” vang disebutkan di atas. i

Karena kenyataannya hampir semus desa di Kotamadya mem-
punyai lisirik, rumah sakit/klinik kesehatan dan bangunan sekolah dan
hamipir semua penduduk di sans tidak terikai pada perianian, semua
kecamatan yang terdapat di kotamadya-kotamadya dapat disimpulikan
sebagai daerah kota. Tetapi hanya kotamadya Padang yang terdiri dari
beberapa kecamatan sedangkan kotamadya-kotamadya lainnya di
Sumatera Barat (Bukit Tingzi, Solok, Sawah Lunto, Padang Panjang
dan  Payakumbuh) tidak punya satupun kecamatan, Gis

- Walaupun semua desa di Sumatera Barat mempunyai bangunan
sekolah, hampir semua desa-desa tersebut tidak mempunyai lstrik dan
rumah sakit/klinik kesehatan,' boleh dikatakan sebagian besar pen-
duduknya terikat pada sektor perianian. Karenanya, 77 kecamatan di
Sumatera Barat (tidak termasuk yang berada di kodya Padang) dapat
dianggap sebagai daerah pedesaan. Jadi garis kemiskinan untuk daerah
kota. hanya akan digunakan untuk mengukur kemiskinan pada
kecamatan-kecamatan vang ada di kodya Padang sedangkan garis

1 Biro Pusat Statistik, A Search for Better Definition of an Urben Village In Indonesia, Takar-
ta: BPS, VP 78-04, Juni 1977, hal. 24

2 Data untuk ketiga fasilitas in per desa i tiap kecamatan di Sumatera Barat (keadasn T
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kemlskman untuk; aaerah pedesaan akan digunakan untuk kecamatam K
'kecamatanlamnya B BiN . e

: dapatkan mlal gaus kemlskman pada harga konstan_;

adalah angka indeks biaya hidup. Sayangnya angka indeks vang
dimaksud tidak tersedia untuk daerah pedesaan Sumatera Barat
sedangkan kita telah menyimpulkan bahwa 77 dari 80 kecamatan di
Sumatera Barat sebagal daerah pedesaan

“Untuk ke luar-dari kesulitan tersebut, studi ini menggunakan
angka indeks harga 9 bahan pokok sebagai deflator, yaitu indeks harga
9 bahan pokok di Padang sebagai deflaior garis kemiskinan daerah
kota dan indeks harga 9 bahan pokok di pedesaan sebagai deflator garis
kemiskinan daerah pedesaan. Pemakaian indeks harga 9 bzhan pokok
sebagai. deflator adalah cukup beralasan karena kelompok 9 bahan
pokok ini mendominisasi. pengeiua;an konsumm rata-rata uniuk
kebutuhan minimum. i - :

Setelah dideflate diperolehlah garis kemiskinan untuk tahun 1976
pada harga konstan 1973 di daerah kota sebesar Rp. 38.623,00 dan un-
tuk daerah pedesaan. sebesar Rp. 34.963,00.

Selanjutnya untuk __me_njaga agar konsep garis kemiskinan
digunakan secara konsisten dan konsekuen, menyimpang dari definisi
kecamatan miskin dan sebagainya yang telah dibuat oleh Direktorat
Tata Guna Tanah, studi ini memegang definisi yang berikut: (§3)
Kecamatan miskin ‘sekali "adalah kecamatan ‘vang pendapatan per
kapitanya lebih kecil-dari-50 persen garis kemiskinan,! (2) Kecamatan
miskin adalah kecamatan yang pendapatan per kapitanya lebih dari 50
persen tetapi lebih kecil dari 80 persen garis kemiskinan,? 3)
Kecamatan hampir xmskm ‘adalah kecamatan yang pendapatan per
kapitanya lebih besar dari 80 persen tetapi lebih kecil atan sama dengan
garis kemiskinan, dan (4) Kecamatan tidak miskin adalah kecamatan
vang pendapatan per kapitanya lebih besar dari garis kemiskinan.

FREE Kirakira 20 nersen dan pepealunran minimum telah. dibslaninkan wetnl hecae dan madi

gxtepat dlgunakan untuk maksud 1n1 barang kah'--; L
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- “Perdasarkan kriteria yang telah dikemukakan, studi inipunfm.'

nyimpulkan bahwa tidak satupun kecamatan di Sumatera Barat dapat
dakategonkan sebagai kecamatan sangat miskin pada tabun 197s.

kec
8.

Tabel 8 -

Selan;utnya ditemui 9 kecamatan miskin, 28 kecamatan hampir’ mlskm
dan 40 kecamatan tidak miskin di Sumatera Barat pada tahun vang
ma. Harus dicatat bahwa dalam pengelompokan ini tidak tern
amatan kecamatan di Kota Madya Padang. Selanjutnya lihat Tabel

KECAMATAN MISKIN DI SUMATERA BARAT MENURUT STUDI INI, 1576

Ka.b_i.ipaten

Kecamatan Miskin

Kecamatan Hampir Miskin

Agem
S0Kota

Padang Pariaman

Pasaman

Pesisir Selatan

S Lumo Si;iunjugzg
Solok

Tanah_ i_i)_a_tar

" Koto Baru

Pagai Utara/Selatan

Séi. Limau

~ Sipora

_ _Pﬁiau Punjung

Talawi

Sijunjung
- Tanjung Gadang
IX Koto

Semua kecamatan kecuali Mamrn W
Koto, Tanjung Rayz, IV Angkat Ca
dung dan Palembayan.

Semua kecamatan kecuali Koto' Ba.ru,
Guguk dan Payakumbuh. Sy

Sei. Geringging
V Koto

Sem?xa kecamatan kecuali Lubuk S_ika;
ping, Simpang 1V dan Lembah Malintang
1V Jurai

Bayang

Koto VI

iV Nagari

Sawah- Lunto

- Sumpur Kudus

¥ Koto Diatas
Payung Sekaki

Kubang

Lintan Buo
Rambatan
Tanjung Emas
V Kaum

Di muka ielah dikemukakan bahwa aneka indeks vane paline. tepat
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. sebagai. deflator garis kemiskinan di daerah pedesaan. Karena angka
g'dxmaksud hanya tersecha untuk Kodya Padang, sebetuinya
1deks. bxaya hidup di pedesaan dapat diperkirakan melalui’
;s"-harga 9 bahan pokok ‘Tetapi harus diasumsikan bahwa
as deks biaya h1dup di daerah kota dan pedesaan sama denganf

korelasi indeks harga 9 bahan pokok bagi kedua daerah itu.! Cara i ini
- " akan dicoba di bawah ini.

Karena indeks harga 9 bahan pokok di antara kedua wilayah itu
hanya tersedia mulai 1971, persamaan regressi linier indeks harga 9
bahan pokok di antara kedua wilayah itu hanya. diperkirakan dengan
menggunakan data 197 1 1977 sebagaimana dxperilhatkan oleh Tabel 9....

Tabel @

INDEKS HARGA 9 BAHAN POKOK DI KODYA PADANG DAN PEDESAAN SUMATERA
BARAT SERTA INDEKS BIAYA HIDUP DI PAI)ANG 1971 1978

Tahun Indeks Harga 9 Bahan Peokok Indeks Biaya Hidup
Padang Pedesaan Sumbar DiKodya Padang
- N WYY (15971.=100}.. .. . (Januari 1967 = 100}
1971 R R . 433
o727 o e 93 101 425
1973 177 354 634
1974 208 213 811
1875 202 187 901
1978 243 213 1.105
1977 258 230 i 1.288
1978 a7t 307* 1.351!

1Rata—rata 1 bulan
2Rat:a—ratza. 7 bulan

Sumber: Indikator Ekonomi Jakarta: Biro Pusat Statistik, penerbitan beberapa tahun,

Hasﬂ persamaan regressi linier 1tu adalah

.y = 28,514 + 0,807 X ; r2 = 0,946
(5,373) s
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12 Y adalah indeks harga 9 bahan pokok di pedesaan Su
dan X adalah indeks vang sama di Padang. Perlu diketahui
angka dalam tanda kurung adalah nilai t — statistik yang sangat
fikan sekali. Dapat ditambahkan bahwa percobaan.
perkirakan persamaan regresm dengan data 1971-1978 mcmb
: _._hasﬂ yang berikut: -

= §,133 + 0,951 X ; 12 = 0,896
AT (1,177)

Dan kedua hasil’ regress1 jtu dapat disimpulkan bahwa ‘h

: regre351 vang menggunakan data 1971-1977 mempunyai nilai prechknf

yang lebih tinggi karena r? dan nilai t — statistiknya yang lebih tinggi.

‘Berdasarkan assumsi yang telah dibuat dan hasil Tegressi

dldapatiah perkiraan indeks biaya hidup di pedesazn Sumatera Barat
seperti yang dilaporkan dalam Tabel 10.

Tabel 10,

PERKIRAAN INDEKS BIAYA HIDUP DI PEDESAAN SUMATERA BARAT, 1971- 1973
(1971 = 160) e

Tahun ’ Indeks
1571 i 100
1972 98
19713 143
1974 181
1978 200
1876 243
1977 283
1978 206 . -

Dengan menggunakan indeks biaya hidup sebagai deflator
diperolehliah garis kemiskinan tahun-1976 pada harga konstan 1973 un-
tuk daerah kota sebesar Rp. 31.204,00 dan untuk daerah pedesaan
sebesar Rp. 23.065,00.
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adalah ‘bahwa semua kecamatan di Sumatera Barat adalah tidak
iski "'.ﬁkecuah kecamatan Pulau Punjung yang dapat d1kateg0r1kan

Konklusi di atas kehhatannya kurang masuk akal dén hal mi
mungkm disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) Asumsi yang

n sama depgan korelasi indeks harga 9 bahan pokok bagi kedua

daerah 1tu adaiah tldak benax, (2) Kalau sekiranya asumsi di atag

3. PENUTUP

Setelah mereview .secara menyelumh tentang definisi kemxskman
yang chpakan studi-studi sebelumnya, studi ini membuat definisi garis
kemiskinan berdasarkan pengeluaran konsumsi rata-rata. Garis
kexmskman yang dipegang untuk menentukan kecamatan miskin di
Sumatera Barat dalam tahun 1976 adalah Rp. 53.025,00 untuk daerah
kota dan Rp.. 39.195,00 nntuk daerah pedesaan pada harga yang
berlaku pada tahun 1976. '

D1 sampmg mengutlp daftar kecamatan. m;skm oleh . Timu Repelita
Su atera Barat, studi ini. telah mencoba menentukan kecamatan
miskin. berdasarkan metode yang digunakan oleh Direktorat Tata Guna
Tanah dan berdasarkan metode yang diusulkan oleh studi ini sendiri di
Sumatera Barat untuk tahun 1976. Untuk yang terakhir ini, dua macam
deﬂator untuk gans kemiskinan teiah digunakan secara terpisah yaitu
1ndeks harga 9 bahan pokok dan indeks harga biaya hidup.

Penemuan dengan menggunakan indeks biaya hidup sebagai
deflator garis kemiskinan ternyata kurang dapat diterima, tetapi
menyokong pemakaian indeks harga 9 bahan pokok sebagai deflator
garis kemiskinan. Penemuan studi ini mengenai kecamatan miskin di
Sumatera Barat adalah berdasarkan konsep garis kemiskinan yang
diturunkan nilainva melalui indeks harga 9 bahan vokok.

nyatakan bahwa korelasi-indeks biaya hidup di daerah kota dan



e vaitu23 '_kecamatan berdasarkan metode Direktorat Tata Guna T

k__eg:amatan menurut ‘metode stud1 ini. Demlklan juga

an jumlah kecamatan hamplr miskin, Perbedaan ini terjadi k

va perbedaan kﬁnsep garis kemiskinan dan definisi dari kecam

kin, miskin sekali, hampir miskin dan tidak miskin. Tetapi me

e -yang digunakan oleh studi'ini adalah merupakan penyempurnaan “dari
metode vang telah digunakan oleh Direktorat Tata Guna Tanah' yang
cukup banyak kelemahan-kelemahannya.

Akhirnya, walaupun sudah diketahui lokasi kecamatan- kecamatan
miskin di Sumiatera Barat, tmgkat kemiskinan dan' situasi kesempatan
kerja ‘dan faktor-faktor yang menyebabkannya belumlah dxketahm
Bagalmanakah keadaan pembaglan pendapatan, " tingkat kemxsk
dan kesempatan’ kerja di kecamatan-kecamatan ‘miskin tersebut
_apakah bedanya dengan keadaan yang ditemui di kecamatanukecam t-
an lainnya vang tidak dzkategorikan sebagai kecamatan 1mzsk1;n’P
Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perbedaan ‘tersebut? Faktor
apa yang jadi penghalang usaha-usaha untuk mengurangi kennskman
itu'di kecamatan-kecamatan tersebut “serta ‘usaha dan upaya- atau
iceglatan apakah yang perlu dilakukan untuk meienyapkan pengha.l :
penghalang itu? Untuk dapat ‘menjawab pertanyaan-pertanyaannya
tersebut di atas, suatu stud1 benkutnya mengenai pembaglan pen-
dapatan dan kesempata.n kerga yang d1hubungkan dengan mas
kemiskinan ™ di kecamatan-kecamatan yang bersangkutan peﬂu
dilakukan. Masalah-masalah tersebut adalah merupakan obyek studi
penulis berikutnya.
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